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PENGANTAR PENERBIT

ebagai bangsa yang bercita-cita memiliki pemerintahan dengan

kinerja baik, sudah sepatutnya jika pemerintah menetapkan undang-
undang yang fokus pada sistem dan pengaturan tenaga sipil. Seluruh
tugas dan tanggung jawab negara ditempatkan pada hukum positif.
Oleh sebab itu, ketentuan tentang kepegawaian harus diatur secara
resmi. Ketentuan-ketentuan ini secara terus-menerus perlu disesuaikan
dengan tuntutan nasional dan tuntutan global agar mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Kerangka regulasi hukum mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Indonesia pada dasarnya telah bersandar pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun karena
kebutuhan yang meningkat, regulasi hukum tersebut perlu diperbarui
agar selaras dengan perkembangan masyarakat. Saat ini, berbagai tata
aturan pokok terkait ASN telah diubah dengan adanya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Keberadaan undang-undang baru ini diharapkan mampu menjadi
dasar untuk melakukan percepatan transformasi manajemen ASN.



Upaya pembaharuan ini dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang semakin profesional dan berkelas dunia.
Di lain sisi, upaya pembaharuan ini pada dasarnya merupakan respons
dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain mengenai
pengunduran diri PNS yang mengikuti kontestasi politik, mengenai
PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dan belum tersedia
lowongan jabatan, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara ini memuat pelbagai pokok pengaturan, di antaranya pengu-
atan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK,
kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, digitalisasi
manajemen ASN, serta pokok-pokok aturan lainnya.

Pembukuan undang-undang ini pada hakikatnya merupakan
bentuk dukungan lembaga penerbitan kepada pemerintah yang senan-
tiasa melakukan upaya perbaikan demi kemajuan bangsa. Untuk ke
depannya buku ini akan diperbarui beriringan dengan keputusan-kepu-
tusan pemerintah mengenai undang-undang ini.

Tim Penerbit Litnus
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TAHUN 2023 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARR

Penjelasan atas Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara







Menimbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa
dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu
dibangun aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan
transformasi  aparatur  sipil negara  untuk
mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja
tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan
kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil
negara,;

bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor S
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah
tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan
fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil
Negara;

Mengingat : . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023



PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 8 TRHUN 2024 TENTANG
PENETRPAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWRI NEGERI SIPIL

DAN JANDA/DUDANYA
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DAN JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan adanya penyesuaian gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai tanggal
1 Januari 2024 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,
perlu  menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya;

1. Pasal S ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

S. Peraturan . . .
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PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TRHUN 2021 TENTANG
DISIPLIN PEGRWAI NEGERI SIPIL

Penjelasan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
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Menimbang

Mcngingat

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat . . .
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TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
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NOMOR 11 TRHUN 2017 TENTANG
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Penjelasan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pengembangan Kkarier,
pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

MEMUTUSKAN: . . .

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2020
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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG MANRJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penjelasan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal
18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57,
Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81,
Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6),
Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor
S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen . ..
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PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 49 TRHUN 2018 TENTANG
MANAJEMEN PEGRWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Penjelasan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-
Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
perlu  menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BABI...
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PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 25 TRHUN 1934 TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA

Penjelasan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun
1994 tentang Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1994
TENTANG

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan

1

penghargaan dari Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah
bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian,
kejujuran dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai

lainnya;

. bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggan yang mempunyai

arti sangat penging bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk lebih
meningkatkan semangat kerja, berhubung dengan itu dipandang perlu
mengatur kembali penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

31 tahun 1959

. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 14 Drt Tahun 1959 tentang

Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1789) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2124);

3. Undang-...

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1994
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari
kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

. bahwa ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Djam
Kerdja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik
Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972
tentang Djam Kerdja Dalam Daerah Chusus Ibu Kota
Djakarta Raya, dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun
1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga
Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di
lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu diganti;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: . ..
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN
BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI

Menimbang

Mengingat

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan . . .

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024 497



PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 11 TRHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 98 TRHUN 2020
TENTANG PERATURAN GAJI DAN

TUNJANGAN PEGRWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan
pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020
tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang
Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

3. Peraturan . . .
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PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 98 TRHUN 2020
TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERIR
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG
GAJI DAN TUNJANGAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 100 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertcntu dalam rangka melaksanakan tugas
jabatan pemerintahan.

2. Gaji ...
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PERATURAN MENTERI PENDAYRGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 6 TRHUN 2024
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang

Mengingat

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju,
mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada
masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan
mempercepat pencapaian tujuan strategis mnasional,
membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil
Negara;

bahwa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan
pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis perlu disusun
pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan
mengenai pelaksanaan pengadaan pegawai Aparatur Sipil
Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

PERMEN PAN & RB NOMOR 6 TAHUN 2024
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